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Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 

Kuasa karena hanya dengan berkat penyertaan-Nya maka kami bisa 
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dalam buku ini tidak hanya akan memberikan edukasi kepada 

mahasiswa tetapi juga kepada setiap orang yang membutuhkan 

informasi dan edukasi khususnya mengenai Administrasi 

Keuangan Daerah. 

Buku ini terdiri dari delapan (8) Bab yang diawali dengan 

pembahasan umum tentang keuangan negara sebagai pengantar 

untuk masuk ke keuangan daerah. Bab-bab selanjutnya membahas 

tentang keuangan daerah khususnya tentang pengelolaan APBD, 

dari penyusunan hingga pertanggungjawaban. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis menyelesaikan buku ini. Dan tidak lupa juga, 

kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam buku 

ini. Untuk itu kami membuka diri untuk segala kritik, saran dan 

masukan agar supaya kami bisa menulis buku lebih baik ke depan. 

Dan akhirnya, kami ucapkan selamat membaca. Semoga 

buku ini bisa bermanfaat. 

 

Penulis, 

Brain Fransisco Supit, SE, MAP 
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Untuk memahami konsep Administrasi Keuangan Daerah 

maka perlu juga untuk mengetahui dan memahami terlebih dahulu 

konsep dari Keuangan Negara secara umum. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara bahwa pengelolaan keuangan negara 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka 

dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran 

rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD).  

 

A. Pengertian Keuangan Negara 

Sumber daya keuangan merupakan salah satu sumber 

daya yang diperlukan dalam pengelolaan negara yang harus 

dikelola secara baik dan cermat dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh negara.  

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok 

dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai 

manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara 

untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera 

sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia 2006). 

Menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 

tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Keuangan Negara 

didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang 

PEMBAHASAN UMUM 

KEUANGAN NEGARA 
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A. Pengertian Keuangan Daerah 

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam 

pasal 1 ayat 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

3HPHULQWDKDQ� 'DHUDK� DGDODK� µ� VHPXD� KDN� GDQ� NHZDMLEDQ�

Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan 

yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan 

kewajiban Daerah tersebut.(Indonesia 2022)µ 

Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala 

hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah 

daerah mengisi kas daerah. Hak daerah tersebut meliputi antara 

lain : 

1. Hak menarik pajak daerah (UU No. 34 tahun 2000, UU No. 1 

tahun 2022). 

2. Hak untuk menarik retribusi/iuran daerah (UU No. 34 tahun 

2000, UU No. 1 tahun 2022). 

3. Hak mengadakan pinjaman (UU No. 33 tahun 2004 ). 

4. Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat (UU 

No. 33 tahun 2004). 

Sedangkan, Kewajiban daerah merupakan bagian 

pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan pusat sesuai pembukaan 

UUD 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta 

KEUANGAN 

DAERAH 
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A. Pengertian APBD 

Dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan 

tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Indonesia 2003). Sedangkan, dalam 

Permendagri No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

daerah yang ditetapkan dengan Perda (Indonesia 2019). 

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus 

dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran 

daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas 

desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang 

berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas 

pembantuan tidak dicatat dalam APBD. 

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah 

dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana 

pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun 

anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah 

bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam 

APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan 

yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang 

ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar 

pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula 

ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH 

(APBD) 
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A. Siklus APBD 

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah 

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 

Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD disusun 

sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan 

kemampuan pendapatan daerah (Indonesia 2019). Dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah 

melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus pengelolaan 

anggaran yang secara garis besar terdiri dari: 

1. Penyusunan dan Penetapan APBD; 

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD; 

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD. 

Penyusunan APBD berpedoman kepada rencana kerja 

pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan 

kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD, 

perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam 

menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung 

dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah 

yang cukup. Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang 

dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto 

dalam APBD. 

PENYUSUNAN 

APBD 
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A. Pengertian Pendapatan Daerah 

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran berkenaan (Indonesia 2019). 

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang 

melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar 

kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui 

sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 

(satu) tahun anggaran. 

Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD 

merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara 

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan 

Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pendapatan Daerah pada APBD terdiri atas Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan lain 

daerah yang sah. 

 

B. Struktur Pendapatan Daerah 

Terdapat perbedaan pada struktur Pendapatan Daerah 

yang diatur PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan PP Nomor 58 

Tahun 2005. Perbedaan tersebut terdapat pada rincian pada 

pendapatan transfer. Pada PP Nomor 12 Tahun 2019, memberi 

rincian pada pendapatan transfer yaitu transfer dari pemerintah 

pusat dan transfer antar-daerah. Dana Perimbangan merupakan 

bagian dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Selain 

PENDAPATAN 

DAERAH 
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A. Pengertian Belanja Daerah 

Pasal 1 ayat (16) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, disebutkan bahwa Belanja Daerah adalah Belanja 

daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Indonesia 2003). 

Sedangkan, dalam PP No. 12 tahun 2019, Belanja Daerah adalah 

semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan (Indonesia 2019). 

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari 

Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali 

oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai 

pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 

(satu) tahun anggaran (Indonesia 2020).  

Alokasi belanja yang tepat mempunyai peranan cukup 

penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Di samping 

itu, belanja juga merupakan alat informasi bagi masyarakat 

mengenai pelaksanaan pembangunan yang sekaligus dapat 

dijadikan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas kinerja 

pemerintah. 

 

B. Ketentuan Umum Belanja Daerah 

Ketentuan Umum Belanja Daerah tercantum dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang 

BELANJA 

DAERAH 
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A. Pengertian Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada 

tahun-tahun anggaran berikutnya (Indonesia 2020). 

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan 

dan pengeluaran pembiayaan yang dirinci menurut urusan 

pemerintah daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek 

pembiayaan daerah. 

 

B. Struktur Pembiayaan Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, 

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan 

pengeluaran pembiayaan. 

 

PEMBIAYAAN 

DAERAH 
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A. Pelaksanaan APBD 

Segala pendapatan daerah dan pengeluaran daerah yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah dikelola dalam APBD. Pelaksanaan APBD meliputi 

pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

Penjelasan berikut ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah 

No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Peraturan ini telah disusun pedoman pelaksanaannya yaitu 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, 

yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD 

dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD dilaksanakan 

setelah dokumen pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD) 

ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan sekretaris daerah. 

Proses penetapan DPA-SKPD adalah sebagai berikut: 

1. PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah 

tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua 

kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD. 

2. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai, 

program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk 

mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-

tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. 

PELAKSANAAN, 

PENATAUSAHAAN, 

PELAPORAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN 

APBD 
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